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Semarang, 13 Februari 2026

Nomor : B/900.1.3/61/2026

Sifat . Biasa

Lampiran : 1 dokumen

Hal . Pelaporan Realisasi APBD status Akhir Januari Tahun 2026

Yth. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah,
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2026
pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah atas
anggaran sebesar Rp39.810.871.000 sebagaimana tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 yang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tanggal
30 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 30
Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026, bersama ini kami laporkan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Operasi
dan Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Akhir Januari Tahun 2026
sebagai berikut:

Uraian Target Realisasi Deviasi
Fisik 4,02% 4,31% 0,29%
Keuangan 4.02% 3,72% -0,31%

Progres fisik pelaksanaan APBD Disperakim Tahun 2026 s.d. Januari adalah 4,31%
dan realisasi keuangan 3,72% dengan deviasi keuangan -0,31% atau sebesar
Rp121.612.736. Bersama ini kami sampaikan Laporan Rakor Pengendalian Tingkat OPD
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari Tahun Anggaran 2026 pada
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boe
Pembina Utama Muda
NIP. 196910121998031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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